
PIMPINAN DPRD KOTA MEDAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKII"AN RAKYAT DAERAH
KOTA MEDAN

NOMOR : loo 3.2 / lrt]7 /Kep-DPRD/8/2023

TENTANG

PERPANJANGAN MASA KERJA PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN TENTANG PEI{YELENGGARAAN

PERLINDUNGAN ANAK DI KOTA MEDAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN,

Menimbang a. bahwa terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota
Medan tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di
Kota Medan dilakukan pembahasan oleh Panitia Khusus
berdasarkan Keputusan DPRD Kota Medan Nomor
l7lI16827 lKep-DPRDI11 12022 tanggal 7 November
2022 tentang Pembentukan Personalia Panitia Khusus
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan
tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Kota
Medan;

b. bahwa masa keda Panitia Khusus Pembahasan
Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang
Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Kota Medan telah
berakhir berdasarkan Pasal 64 ayat (7) huruf a Peraturan
DPRD Kota Medan Nomor 1 Tahun 2O2O terltang
Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata
Tertib menyatakal bahwa masa kerja Palitia Khusus
paling lama 6 (enam) bulan untuk tugas Pembentukan
Peraturan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Medan tentang Perpanjangan Masa Kerja Panitia Khusus
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan
tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Kota
Medan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
perkawinan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
1974 Nomor 1, Tambahan l,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 30l9) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang
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Perubahan atas Undalg-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6401);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak
Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OO2 tentang
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20O2 Nomor 109, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2O14 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2OO2 tentang Perlindungan Anak (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297,
Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor
5606);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (I,embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir, dengan dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan l,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 43Ol);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OO4 tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O04
Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4419);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20O6 Nomor 124, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 467 4l sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tatlur,
2O13 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
(lembararr negara Republik Indonesia Tahun 2O13
Nomor 232, Tall:bahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5475);
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8. Undang-Undang Nomor 2l Tahun 2OO7 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7
Nomor 58, Tambahan l,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 472O);

9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang
Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 181, Tambahan l,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4928);

1O. Undang-Undang Nomor 1l Tahun 2OO9 tentang
Kesejahteraan Sosial (lrmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2019 tentang Peke{a Sosial (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182,
Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor
63971;

11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OOg tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
20O9 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063)sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentartg Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2Ol2 tentang
Peradilan Pidana Anak (Lrmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 153, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan l,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah beberapa kali, terakhir diubah dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 lentang Cipta Ke{a menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pengasuhan Anak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O17 Nomor 22O, Tarnba}ran
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6132);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang
Perlindungan Khusus Bagi Anak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O21 Nomor 174, Tarrlbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67O4);



-4-

Memperhatikan

16. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2O20 tentang Hak
Anak Korban dan Saksi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 202O Nomor 164);

17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun
2O2l tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 96);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019
tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan dalam
Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1791);

19. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2O19 tentang
Penyeienggaraan Forum Anak (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 20 19 Nomor 1736) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor I Tallun 2022
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum
Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tah:ur^ 2022
Nomor 1);

2O. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2009
tentang Kesehatan lbu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Balita
(KIBBLA) di Kota Medan (l,embaran Daerah Kota Medan
Tahun 2OO9 Nomor 6);

2 1 . Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2017
tentang Pencegahan dan Penanganan Korban
Perdagangan Orang (Lembaran Daerah Kota Medan
Tahun 2017 Nomor 3);

22. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan
Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah
Kota Medan Tahun 2O18 Nomor 74), sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Dewal Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2O2O tentang
Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata
Tertib (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2O2O Nomor 2);

1. Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Medan
tanggal 25 Joli 2023;

2. Rapat Paripurna DPRD Kota Medan tentang Laporan
Kinerja Panitia Khusus Pembahasan Ranperda Kota
Medan tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di
Kota Medan tanggal 7 Agustus 2O23;

3. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Medan tentang Pembentukan Personalia Panitia Khusus
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan
tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Kota
Medan Nomor 17 | I 16827 / Kep-DPRD/ I I I 2022 tanggal 7
November 2O22;



-5-

KESATU

KEDUA

MEMUTUSI{AN:

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
MEDAN TENTANG PERPANJANGAN MASA KERJA PANITIA
KHUSUS PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KOTA MEDAN TENTANG PENYELENGGARAAN
PERLINDUNGAN ANAK DI KOTA MEDAN.

Menetapkan perpanjangan masa kerja Panitia Khusus
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan
tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Kota Medan,
sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan DPRD
Kota Medan Nomor : l7l / 16827 I Kep-DPRD I ll I 2022
tanggal 7 November 2022, yaitu paling lambat 6 (enam)
bulan kedepan terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan.

Panitia Khusus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU
berkewajiban melaporkan hasil kerjanya secara tertulis
kepada Pimpinan DPRD Kota Medan dalam Rapat Paripurna
DPRD Kota Medan.

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal olAgustus 2O23

EWAN PERWAKII,AN
AERAH KOTA MEDAN

Tembusan:
1. Wali Kota Medan;
2. Ketua-Ketua Fraksi DPRD Kota Medan.

r,

Menetapkan

KETIGA

ED -.2


